BAB I

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayal pe
mbangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan
umum. Untuk lebibh memperjelas pengertian pajak, berikut dikemukakan
pengertian menurut beberapa ahli antara lain:

Menurut Mardiasmae (2009:1) bahwa:

Pajak adalah inran rkyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal
(konira prestasi), yang langsung dapat ditunjuldkan dan digunakan

untul membayar pengeluaran wmum.

Menurut P. 1. A. Andriani dalam bulunya Waluvo, (2009 : 2) bahwa:

Pajak adalzh iunran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan)
yang iterutang oleh yang wajib membayarnya menurat peraturan-
peraturan umum (vndang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali vang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk membiaval pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas
Negara unfuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definist pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28

Tzhun 2007 adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang



terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

nndang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyaz,

2,12

Asas-asas Perpajakan

Menurmt Adam Smith, dalam bukunya Weelth of Nations dengan

ajaran yang terkenal "The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah

sebagai berikut :

L

]
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Asas kesamasn dan keadilan (equality and equity) yaitu wajib pajak
yang berada dalam keadaan yang sama harus dibebankan/ dikenakan
pemungutan pajak yang sama dan adil.

Asas kepastian hulwm (cerainty) setiap peraturen pemungutan pajak
harus mengikut prakiik pembentukan dan pemberlakuan peraturan
perundang-undangan vang tidak melanggar asas kepastian hukum
yaitu harus melalui proses dan norma yang baik. Melalwi kajian yang
komprehensif, dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan
(stakeholders), iidak menimbulkan konflik atan sengketa hukum, tidak
tumpang tindil/ muldtafsix/ grey area/loophole, terjadi sinkronisasi
dan harmonisasi dengan peraturan lain.

Asas tepat waktu (comvenience) yaitu kebijjakan pemungutan pajak

pada waktu yang tepal dan menyenangkan (convenience) bagi wajib
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pajak, saat wajib pajak menerima penghasilan atau saat mempunyai
vang.

4. Asas ekonomi aiau efsiensi (economy or efficiency) yaitu kebijakan
pemunguian pejak lebih besar penerimaan pajak daripada biaya yang
dikeluarkan dengan cara efisien.

Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi pendanaan; sebagai salah satu
sumber penerimaan negera vang hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk
pembangunan, dap fungsi mengatur; pajak yang tinggi akan dikenakan
untuk konsumsi sesuatn vang kurang bermanfaat agar dapat mengurangi
gaya hidup konsumtif, dan sarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong

ekspor produk indenesia dipasar dunia.

Pajak Penghasilan
2.2.1 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatn yang mempunyai
potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di
Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnnya dalam
Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila
menerima atau memperoleh  penghasilan  sesual  dengan  peraturan

perundangan vang berlaku. Jika Subjek Pajak telalh memenuhi kewajiban
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pajak secara cbjekiil maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1

UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP menyebuikan bahwa Wajib Pajak

adalah orang pribadi atac badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Berdasarkar Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak

dilcelompokkan sebagai berikut:

1.

Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia ataupun di inar Indonesia.

Subjek Pajek warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yanng berhak yaitu
ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek
Pajak Pengganti  dimaksudkan agar pengenaan pajak atas
penghasilan vyang berasal dari warisan tersebut tetap dapat
dilaksanakan.

Subjek Pajak badan

Badan adalzh sekompulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yvang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi persercan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik nagara atau badan usaha milik
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daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dama pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolekdf dan Beniuk Usaha Tetap.

4 Subjek Pajak Beniuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk ussha tetap adalah bentuk usaha yaung dipergunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempai tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka wakiu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atan
melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak penghasilan terdiri dari dua vaitu subjek pajak dalam
negeri dan subjek pajak Iuer negeri Pengelompokan tersebut diatur dalam
Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008,

1. Subjek Pajak dalam negeri
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia/ yang berada
di Indonesia lebih dari 183 han dalam jangka waktu 12 bulan,
atau yang dalam suain tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan vang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

meliput Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

lainnva. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
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dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Peasiun, Perseluiuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lamnya termasuk
reksadana.

2 Subjek Pajak luar negeri adaleh orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka wakiu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)

di Indonesia,

!,w
g
b

Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau
ieadaan) yang dikeaakan pajak. Objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal
4 ayat (1} UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi Objek
Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh WP baik berasal dati Indonesia maupun dari

inar Indonesia vang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan.

Penghasilan vang menjadi objek pajak dikelompokkan dalam 4

kelompok vaitw:
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1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries,

aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

bo

Panghasilan darr usaha dan kegiatan.

3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak

bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan pergualan

harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain

sebagantya.

4, Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.

Berdasar Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang

termasuk objek pajak adalah:

a.

e

o

h.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh

Hadizh dari undian atau pekejaan atau kegiatan atau penghargaan;
Laba usaba

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
Peneriraaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengemibalian utang

Dividen

Royalti atan imbalan atas penggunaan hak

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
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Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Keuntungan selisih kurs mata uang asing

Selisih lebil karena penilaian kembali aktiva

Premu asuranst

[uran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdini dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak

Penghasilan dari usaha berbasis syariah

Imbalan bunga

Surplus Bank Indonesia

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang

menjadi tanggungarmya, Tarif pajak biasanya berupa perseniase (%).
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa vang yang dijadikan dasar

untuk menghitung pajak vang terutang.

Jenis-jenis Tarif Pajak
Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-

undang pajok merupakan saleh satu unsur yang menentukan rasa
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keadilan dalam pemungutan pajak. Peneniuan besarnya suatu tarif

adalah hal vang krusial dimana kesalaban persepsi  dalam

penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

Beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:
1. Tanf Progresif (a progressive tax rate)

2. Tarif Proporsional (@ proportional tax raie)

3. Tarif Degresil (a degressive tax rate}

4, Tasif Tetap (@ fived tax rote)

5. Tarif Advalorem

6. Tarif spesifik

7. Tarif Efekif

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk

menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

(la) Wajib Pajak Orang Pnbadi Dalam Negeri adalah sebagai

berikut:
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Tabel 2.1

TARIF
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
PAJAK
‘Sampai dengan Kp 50.000.000,- 5%
~di atas Rp 50.000.000,~ sampai dengan Rp
| 15%
| 250.000.000,-
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp
25%
- 500.000.000,-
" di atas Rp 500.000.000.- 30%

(1b) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

(2) Tarif teriinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25%

(dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri vang berbentuk perseroan
terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keselurghan sakam vang disetor diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat

memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada
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tarif sebagaimana dunaksud pada ayat (1} huruf b dan ayat (2a) yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,

(2c) Tanf yany dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang
dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah

paling tinggi sehesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2¢) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah

dalam ribuan rupiah penuh,

(5) Besamya pajak yang teratang bagi Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang terutang pajak dalem bagian tahun pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak
jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus
enam puluh) dikalikan dengan pajak yang temtang untuk 1 (satu)

tahun pajak.

(6) Untuk keperfuen penglutungan pajak sebagaimana dimaksud

pada avat {3}, tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
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(7} Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak
tersendiri atos penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana

tersebut pada ayat (1),

2.2.4 Penghasilan Kena Pajak

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang
menjadi batasan tidak kena pajak bag Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan
%ata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya
dikawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan
apabila berstatus sebagai psgawai atau penerima penghasilan sebagai objek
PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan

PPh Pasal 21,

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak
Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tabun pajak
2013 sebagai berikut .
e Rp.24.300.000,00 (dra pedul empat jute tiga raius ribu rupiah) untuk
diri Wajib Pajak orang pritady;
o Rp.2.025.000,00 (dua juia dua pulich lima ribu rupiak) tambahan untuk
Wajib Pajak yang kawin,
e Rp.24.300.000,00 (dve  puluh  empar  juia  tiga  ralus ribu
rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung

dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
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(1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 lentang Pajak Penghasilan
sebagaimana ielal beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 TAHUN 2008,

» Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk
setiap anggole keluarga sedarah dan keliarga semenda dalam garis
keturunan luus  certa anak  angkai, yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKY ini mula: berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankau kewajiban PPh Pasal 21

dan PPh Orang Pribadi.

2.2.6 Perhitungan Pajak Terntang

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan
antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib
Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak vaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar
pembuluan. Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya
di bawah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta) diperkenankan menggunakan
norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan. Orang pribadi
yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang
lebith dari 183 (seratus delapan puluh tiga) har dianggap sebagal Wajib
Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku

Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk
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tangke waktu yang tidak febih dari 1 (satu) tahun, masih merupakan Wayjib

Pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di [ndonesia.

2.3 Manajemen Pajak
1.3.1 Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (Tux Planning) adalah merencanakan pembayaran
cewajiban/beban pajak secara hemat dengan memaksimalkan pengurang
senghasilan yang diperbolebkan dan menggeser pemajakan atas penghasilan
<e atau menjadi penghasilan bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak
senghasilan final sesuai ketentuan perpajakan dan dengan strategi yang tepat
pnemanfaatkan  berbagai celah-celah kekosongan/loopholes baik nyata
naupun dalam area abu-abu/grey wrea yang terdapat dalam undang-undang
sajak untuk kepentingan yang menguntungkan wajib pajak.

Dalam arus globalisasi, seorang mangjer harus memperhitungkan adanya
cegiatan bersifat lokal untuk membuat suatu perencanaan pajak, kaema itu
serusahaan harus mempunyai strategi perencanaan secara menyeluruh.
Tahapan dalam membuat perencanaan pajak adalah sebagai berilut :

1} Menganalisis Informasi vang ada

7y Membuat satu mocel atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.

4)  Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5y Memutakhirkan rencana pajak.

Adapula strategi dalam perencanaan pajak nya adalah sebagai berikut:
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2)

3)

4

5)

6)
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Tax Swving, merupakan upaya efisiensi beban pajak melalul
pemiliban aliernatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih
rendah.

Tax Avoidance; merapakan upaya cfisiensi beban pajak dengan
menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan
merupakan chjek pajak.

Tax Evasion, adalah penghindaraan pajak dengan melanggar
ketentuan peraturan perpajakan.

Menghindari pelanggaran atas perafuran perpajakan dengan
mengnasai peraturan pajak yang berlaku, perusabaan dapat
menghindari timbulnya sanksi perpajakan.

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar
perafuran  yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan
pembayaran PPN,

Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan; wajib pajak
sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak
yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.

Apabila penerapan fax planning pada perusahaan dilakukan

secara baik don benar, hal terscbut akan memberikan manfaat bagi

pernsahaan yang diantaranya, adalah:

D

Penghematann kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya

vang dapat dirunimalisasi dalam proses cperasional perusahaan.
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2} Mengawr aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola
secars hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara
lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak
dan menentmkan waktu pembayarannya, schingga tidak terlalu

awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Pajak
Tax Implememation adalah memastikan bahwa pelaksanaan
kewajiban perpajakan (elah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Dalarm hal ini ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu:
1. Memahami kelentuan peraturan perpajakan.
Dengan mempelajari  peraturan  perpajakan  seperti undang-
undang, Keputasan Presiden, Keputusan Menteri Xeuangan,
Keputusan Digjen Pajak, den Surat Edaran Dirgjen Pajak dapat
diketahwi  peluang-pelnang vang dapat dimanfaatkan  untuk

menghemat pajak.

i

Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam
penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam
bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung

besarnya jumlah pajak yang terutang.



23

2.3.3 Pengendalian Pajak

Pengendalisn pajak bertyjuan  untuk memastikan  bahwa
kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuvai dengan yang telah direncanakan
dan telah memenuhi persvarstan  formal maupun material. Hal terpenting
dalam pengendalian  pajak adalah pemeriksaan  pembayaran  pajak.
Perngendalian pajak termasuk pemeriksaan jika pemsahaan membayar

pajak lebih besar dern jumlah pajak terutang.

2.4 Perbedaan Permaunen Dan Temporer

Zain dan Sari (2006:38) mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan yang
terjasdi antara Penghasilar Scbelum Pajak (PSP) dengan Penghasilan Kena Pajak
(PKP) dan secara potensiel juga menyebabkan perbedaan antara beban Pajak
Penghasitan (PPh) dan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan
dalamn 3 (iiga) kelompel wvaitn perbedaan permanew/tetap (Permanent
Differences), perbedaan wakin/sementara (Timing Differences - Temporary
Differences), kompensast kerugian (Operating Loss Carryforwards). Adapun
Penjelasan mengenai kategon diaias, adalah sebagai berikut :
{.  FPerbedaan Permanen/Tetap (Permanent Differences)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakars.

a. Ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara

komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.
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b. Ada beberapa biaya sesual keteatuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang
komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya.

Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan

lntesperiode (Interperviode Income Tax Allocation), karena perbedaan tersebut

merapakan perbedaan yang mutiak yang tidak ada utik temunya atau saldo

tandingnya (Counterbalance).

Zain dan Sari (2006:39), pada perusahaan yang ada Penghasilan Tidak

Objek Pajak dan tidak ada Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, PPh

Terutangnya akan menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Beban PPh

yang dibitung berdasarken Penghasilan Sebelum Pajak, sedangkan apabila pada

perusshaan terdapat banyak koreksi Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan,

PPh Terutangaya aken meniadi lebih besar apabila dibandingkan dengan Beban

PPh Perbedaan permanen ini berkaitan juga dengan rekonsiliasi.
sy t=)

2

Perbedaan  WaktwSementara  {Timing  Differences —  Temporary
Dijferences). Perbedsan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang
boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntans
berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya
sebagai penghasilan atan biaya pada periode yang bersangkutan. Berbeda
dengan perbedaan permanen, perbedazn wakiv masih memerlukan beberapa

hal yang dipertanyakan, yaitu .
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a. Dalam rangka perbedaan waktu tersebut, apakah diperlukan alokasi
pajak interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak interperiode

b. Apabila diperlukan alokasi pajak interperiods, apakah pendekatannya
secara komprehensif atau hanya parsial untuk perbedaan waktu tertentu
saja dan apakah aken digunakan metode tangguhan (the deffered
method) yang berbasis pada taril pajak yang dibarapkan, atau metode
pajak neto (the net-of-tax method).

Perbedaan Waktu atan Temporer dapat berupa :

a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah
perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak (taxable
amounts) untuk perhimagan laba fiskal periode mendatang pada saat
nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban
tersebut difunasi (senled). Apabila taxable temporary differences
dikalikan demgan tarif PPh (Pasal 17), maka akan terdapat future lax
liability vang sama dengan deffered tax liability.

b. Perbedaan temporer vang boleh dikurangkan (deductible temporary
differencesy adalah perbedaan iemporer yang menimbulkan suatu
jumiah vang bolel dikurangkan (deductible amount) untuk perhitungan
laba fiskal pericde mendatang pada saat nilai rercatat aktiva dipulihkan
{recovered) atzu nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).
Apabila deductible temporary differences dikalikan dengan tarif PPh
(Pasal 17) maka akan terdapat fiture tax refindable. Jumlah future tax

refundable dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan
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dengan tarif PP {Pasal 17), merupakan Jumlah deffered tax asset.

2.5 Bentuk-bentuk Perencapaan Pajak

Suandy (2007:119) menyebuikan bentuk-bentuk perencanaan pajak

yanz werdiri atas :

1.

Mengambil keuntungan dart berbagai piliban bentuk badan hukum (fegal
entity) yang tepat sesue: dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilibat dari
perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal entities)
bentuk perseorangan, firma dan kongsi (parinership) adalah bentuk yang
lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya
perorangan atau badan fetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas
penghasilan persercan dikerakan dua kali yakm pada saat penpghasilan
diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai
dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dan
25%. Sebagai contoh: pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih
nienghemat pajak karens terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti
yang terjadi pada bentuk usaha perseroan terbatas.

Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah
memberikan semacam msentif pajal/fasilitas perpajakan khususnya untuk
daerah tertentu (Misalnva di [ndonesia bagian Timur), banyak pengurangan
pajak penghasilan yang diberkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
uandang-updang MNo.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas

seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang
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lebih lama. Misalpya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan
perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena
daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun
sulit dijangkan, maka pemeriniab memberikan beberapa keringanan dalam
pajak seperti izin unfui rengarangkan natura dan kenikmatan (fringe benefit)
dari penghasilan bruiv seperly yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5
Juni 1995,

Mengambil keuntungan sebesar-besarmya atau semaksimal mungkin dar
berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena
pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui
bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusabaan besar dan akan dikenakan
tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan
sebagian laba perusahzan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung
untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah
biaya yang dapat dikurengkan (deductible) dalam menghitung penghasilan
kena pajak. Sebagai contch: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya
pendidikan dan latthan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan
masih banyak bisya lainnya yang dapat dimanfaatken.

Mendirikan perusahsan dalem satu jalur usaha (corporate company) sehingga
diatur mengenai penggumaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara
masing-masing badan usaha (business entity). Hal ini bisa dilakukan

mengingat bahwa bapyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa
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pembagian dividen antar corporate {intercorporate dividend) tidak dikenakan
pajak.

Menciriken perusahaan ada vang sebagal profit center dan ada yang hanya
berfuagsi sebagal cost center. Darl hal tersebut dapat diperoleh manfaat
dengen cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa
wajit pajak didalam sam grup begliu juga terhadap biaya schingga dapat
diperalch keuntungan atas pergeseran pajak (rax shifting) vakni menghindari
tarif paling tinggi/maksimiu,

Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk vang atau natura dan
kenikmatan (fringe Benejify dapat sebagai salah safu pilihan untuk
menghindari lapisan tarif maksimum (shif o lower bracket). Karena pada
dasaraya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan {fringe benefit)
dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian
tersebui diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi
pegawal yang menerimanya.

Pemi‘iban metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang
dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitn metode raia-rata (average) dan
metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi
perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (average)
akan menghasilkan harga pokok vang lebih tinggi dibanding dengan metode
masuk petiama keluar pertama (firsz in first out). Harga pokok penjualan

(HPP ) vang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
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Uniuk pendanaan akfiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha

dengan hak opsi (finance fease) i samping pembelhan langsung karena

jangks waktn leasing urmumnya lebih pendek dari umur aktiva dan

pembzyaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva
tersebrt dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melatui penyusutan jika
pembelian dilakukan secara langsung.

Melal'n pemilihan metode penyusulan yang diperbolehkan peraturan
perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang
cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo
menuwun) sehingpa atas biaya penyusutan tersebut dapat ditunda untuk tahun
berikuinya.

Mengaindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi
yang bukan objek pajak. Sebagai contol: untuk jenis usaha yang PPh
Badarnya dikenakan pajak sccara final, maka efesiensi PPh pasal 21
karyawzn dapat dilakukan dengan cara mernberikan semaksimal mungkin
mnjangan karyawan dalam bentuk natura, mengimgat pembelian natura bukan
merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak
harus jeli untuk memperofeh iformasi mengenal pembayaran pajak yang
dapat dikreditken. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari
pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang
bergerak di bidang penyaluran "Migas”, tetapi bila pembeliannya dilakukan

oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22
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wersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan, Perkreditan ini lebih
menguniungkan ketimbang dibebankan sebagal biaya. Keuntungan yang
dapat diperoleh sebesar 70% dart pilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi
penghasilan kena pajak ielai mencapai junilab yang dikenakan tarif 30%).
Pepundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara
melakakan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus
antuk menunda pembayeran PPN dapat dilakukan dengan menunda
penerbitan fakiur pajak sampai batas wakiu yang diperkenankan khususnya
atas panjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir
bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).

Menghindari pemeriksaan pzjak, periksaan pajak oleh Direktorat jenderal
pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:

a. SPT lebih bayar

b. SPT rugi

. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT

4, Terdapat informas: pelanggaran

. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak

{. Merghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:

a) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh
pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun
pajak berjalan akan regjadi kelebihan pembayaran pajak.

b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila

perusahaan melakukan unpor,
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14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang beriaku.
Menghindari pelanggoran terbadap peraturan perpajakan dapat dilakukan

dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlalu.

2.6 Langkah-langkah Dalam Tax Planning
2.6.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan
Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatar mengenai penghasilan
yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang
dikecualikan undang-undang, kiia juga harus mengetahui apa saja yang
termasuk pengahasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui
dengan pasti dalam tax planning vang akan dilakukan.(Suandy,2006:131)
Lombantoruan (2005:2), langkah-angkah yang dapat dilakukan sebagal
berikut :
a. Mengubah Jenis Penghasilan
Dengan memanfaatkan celab-celah dari Undang-Undang perpajakan
yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan
atan dikurangi jumlah pajaknya.
Centoh : apabila menanamkan sabam pada suatu perusahaan, sebatknya
menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya
dibagikan tidak terkena pajak.

b. Merencanakan Penghasilen natak Tahun Berikutoya
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Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka pernghasilan
vang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tabun vang bersangkutan
direncanakan sebagi penghasilan tahun depan.

Contoh : Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan
menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda
sampai bulan Januari 2010,

Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin
¢lari berbagai pengecualian pofongan atas Penghasilan Kena Pajak
(PKP) vang diperbolebkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa
KP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi,
maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan
untuk hal-hal yang bermenfaat secara Jangsung bagi perusahaan dengan
syaral biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari
PKP (deduciible).

Contoh : biaya untul riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan
pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka

pendek atau jangka panjang lainnya.

Wemaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Suandy (2005:132), salah satu cara dalam meminimalkan pajak

terutang vang dilakukan dalam tax planning adalah dengan memaksimalkan

biayz fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang

Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan Brulo. Semakin besar biaya
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fiskal yang dapat dikurangkan daii penghasilan bruto menyebabkan semakin
kecil laba bersih schelum pajak dan otoratis akan mengurangi pajak
teruteng,

Dalam Tax Planning selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang
harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-
Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan
sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga
lebih besar. Oleh karena i dalam melakukan Tax Plawning kita harus
mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak
diperkenankan sebagai pengurang.

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi
Waji Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaba Tetap, ditentukan berdasarkan
pengiasilan bruto dikurengi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memzlihara penghasilan, termasuk :

. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha, antara lain :

a. Biava pembelian bahan;

b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau fasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk vang;

c. Bunga, sewa dan royali;

d. Biaya Perjalanan:

e. Biaya pengolahan Hmbah;
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£ Premi asuransk;
g Biaya Promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
berdasarkan peraturan manteri Kevangan;

h. Biaya administrasi; dan

i. Pajak kecuali pajak penghasilan.
Penynsutan atas peageluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amoriisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain
yang mempunyar masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
Turan kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Kenangan,
F.erugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
¢igunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
racnagih, dan memelihara penghasilan;
Ferugian selisih kurs mata uang asing
Biayz penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia;
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
Piutang yang nyata-niyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
a) Telah dibebankan schagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
) Wajib Pajak harus menyerabkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada Divektorat Jenderal Pajak; dan

¢) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri

atau instans: pemerintah yang menangani piutang negara; atau



adanya perjangian tertulis mengenal penghapusan
pintang/pembebasan  ufang antara kreditur dan debitar yang
bersangkutan; atan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya
telah dihapuskan ik jumlah wtang tertentu;

d) Syarat sebagaimsna dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan  piutang ek  tertagih debitur kecil sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huref k; yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjni dengan atau berdasarkan peraturan menteri
keuangan;

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
Letentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;

10. Sumbangan dalam rangka penelition dan pengembangan  yang
dilakukan di Indonesia vang ketentuannya diatur dengan peraturan
pemerintaly;

11i. Biaya pembangunan infrastrukwr sosial yang ketenfuannya diatur
cengan peraturan pemerintah;

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto
bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuaiUU PPh pasal 9
ayat (1) adalzh :

a. Fembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,

termasuk dividen vang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa basii usaha koperasi;
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b. 3iaya vang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu, atau anggota,

¢. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali ;

N
a;

Cadangan pivteng tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perasahaan pembiayaan kensumen, dan perusahaan anjak piutang;
Cadangan untuk uszha asuransi tenmasuk cadangan bantuan sosial
vang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;

Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;
Cadangan biaya reklamasi untuk usaba periambangan;

Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
Cadangan biaya penutuapan dan pemeliharaan tempat pembuangan
limbah industr wuntul usaha pengelolahan limbah, industri, yang
ketentuan dan syarat-syarainya diatur dengan atau berdasarkan

peraturan menten kenanga,

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

(lwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut

dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

¢. Pengeantian ataw imbalan sehibungan dengan pekerjaan atau jasa yang

¢iberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan

raakanan dan minuman bagi seluruh pegawai serla penggantian atau

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu danyang
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serkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau
yerdasarkan peraturan menteri kenangan:

£ jumlch yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagal
smbazlan sehubungan dengan yang dilakukan;

g Harta yang dihibahkan, bantuan atau surabangan, dan warisan;

h. Pajak Penghasilan;

i, Biaya vang dibebankan aiau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
Wajib Pajak atau orang yang menjad: tanggungannya;

j. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan , firma, atau perseroan
«emanditer vang modainya tidak terbagi atas sabam;

k. Sznksi adminisirasi berupa bunga,denda, dan kenaikan serta sanksi
idana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

updang di bidang perpajakan.

2.6.3 HMeminimalkan Tarif Pajak

Adanya perubzshan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi
UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang unfuk

melaicukan tax planning lewat perubaban tersebut. Perubahan tersebut

adalzh :
a. Tarif PPh No. 36 Tahurn 2008
1) WP Orang Pribadi - 0 - 50 juta 5%

50 - 250 juta 15%
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250 — 500 juta 25%
> 500 juta 30%
2) WP Badan dalam neger: dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25 %

b. Tarif PPh Pasal 31 E
" ajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan

50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat
(2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran
brute sampai dengan 4,3 miliar,
Penghitungan FPh teruiang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan
menjadi dua yaitu:

a. Jka peredaran bruto sampui dengan Rp 4.800.000.000, maka
penghitungan PPh teruiang yaitu sebagai berikut: PPh terutang = 50% X
25% X seluruh Penghasilan Kera Pajak

b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp
5.000.000.000, maka penghitmgan PPh terutang yait sebagai berikut:
PPh Terutang = (50% X 25%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian
peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 25% X Penghasilan Kena
Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
Panghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
mempercleh fasilitas yaitu:

(Fp 4.800.000.060 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan Penghasilan Kerna Pajak dari bagian peredaran bruto
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yang tidak memperoleh josilitas yaifu Penghasilan Kena Pajak -
Penghasilan Kena Pajuk dari bagian peredaran bruro yang memperoleh
Sfosilitas.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang perpajakan, berarti
kelemahan-kelernahan didalam undang-undang dan perafuran-peraturan
perpzjakan sudah dapat diaiasi. Hal ini beraru bahwa beberapa “loopholes”
dalam Undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi
harus diingat bahwa tidalk ada sam pasal pun di dalam Undang-undang
Perpzjekan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak
melaiukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban
perpsjakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk  fujuan

mem;nimalkan jummlab pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

2.7 Pengertian Penghematian Pajak
Dalam hal perpajaken, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat muagkin untuk dapat

mengoptimalkan laba setelah pajak.
Penghematan Pajak menurut Zain (2005:51) adalah sebagai berikut :

“Suai cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang
pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk
yany ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja
mergarangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya schingga
penzhasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak
penzhasilan yang besar.”

Sedangkar pengertian Penghematan Pajak Menurut Tjraka (www.google.com)

adalah sebegai berikut :
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“Penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk
raenempatkan pajak pada porsi yang scharusnya agar beban pajak yang
dibayar oleh wajib pajek dapat ditekan serendah mungkin dengan
mernaniaatkan kelemahan dan peranwan dan Undang-undang perpajakan
yang berlaku.”

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak

adalah usanz legal vang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar

beban pajak vang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

2.8 Koreksi Fiskal

Muljono (2009:59) mendefinisikan “Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak
yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan
wmur, dalam  menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”
Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan standar
akuniansi yang lazim.

Mujjone (2009:59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah laba yang
diperoleh "Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh teruiang pada akhir
tahun”. Apabila koreksi fiskal widak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan
besarnya P?h terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena
banyzak ketenman pengakuan alau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang
diperfakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersiai akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila
semua unsur dalam perhitungan pajak telalh dilakukan oleh Wajib Pajak

berdasarkar ketentuan perpajakan, Bagi Wajlb Pajak, bal imi sangat sulit
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dilakukan karena adanya perbedsan ketentvan antara Waiib Pajak dengan
pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Fajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak
tidak akan sama, dan cenderung herkebalikan, Wajib pajak menghendaki pajak
yang terutzng atau dibayar sckecil mungkin, sedangkan pemerintab menghendaki
pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu,
pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi
cenderung berlawanan dengan keteninan perpajakan.

Hampir semua perhitmgan Ieba komersial yang dihasilkan oleh
perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelumpajak harus dilakukan koreksi fiskal,
karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) cigunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan
perpajakan yang tidak sama dengan Standar Auntansi Kevangan (SAK).

Persedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal
penggunaan sistem maupun meiode pengakuan biaya maupun penghasilan secara
akuniansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan
pendapatan maupun biaya uniuk unink mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial
dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan
laba rugi kemersial dengan pajak terutang menurut fiskus.

Muljeno (2009:61), koreksi fiskal tevjadi karena adanya perbedaan

pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:
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a. Beda Tetap : terjadi apabilz terdapat transaksi yang diakus oleh Wajib Pajak
sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial
tetapi berdasarkan ketentvan  perpajakan, transaksi dimaksud bukan
merupakan penghasilan ateu bukan merupakan biaya, atau sebagian
merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

b. Beda Wakiu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besamya waktu
secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Dengan
adanye koreksi fiskal maka besarnva Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan
dasar oerhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda.
Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang
berupa :

a. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya
pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara
komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang
akan mengakibatlcan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

b. Koreksi Negatif, adalab koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya
peaambahan biaya vang telah diakwi dalam laporan laba-rugl secara
komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang
akan mengakibatksn adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Berbeda demgan yang diungkapkan oleh Prastowo (2009:10), yang
berpendapat bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan atau
equality. Frinsip keadilan atan equality adalah: “Pemungutan pajak yang

dilakukan oleh negara harus seuai dengan kemampnan dan penghasilan Wajib
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Pajak. Dalam hal ini, negara tidak bolek bertindalk diskriminatif terhadap Wajib

Pajak”.

2.9 Biaya Natura dan Kenikinatan

Peraberian mnatura dan  kenikmatan yang dapat dikurangkan dari
penghasila bruio pemberi kerja dan bukan mempakan penghasilan bagi pegawai
yang menerimanya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMEK.
03/2009 adalahn sebagai bernkut.

a. Pemberian atau penyedizan makanan danv/atau minwman bagi seluruh
pegawai vang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pemberian
makanan dan/atau minuman vang disediakan oleh pemberi kerja di tempat
kerja.

b. Pemberian kupon makanan dan/azau minuraan bagi pegawai yang karena
sifat pekerjaannya tdak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana
dimaksud pada huruf a, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian
transportasi, dan dinas luar lamnya.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang
diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjman di daereh tertentu dalam
rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di
daerah tersebat,

Yarg dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang secara
ekonomis mempunyai potensi vang layak dikembangkan, tetapi Kkeadaan

prasarana ekonomi pada ummmava kurang memadai dan sulit djangkan oleh
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transportasi unuun, baik melalui darat. faut, maogpun udara, schingga untuk
mengubah potensi ekonomi yang rersedia menjadi kekuatan ekonomi nyata,
penanam modal menanggung resike yang cukup tnggl dan masa pengembalian
yang relatif pawjang, termasuk dacrah perairan laut yang mempunyai kedalaman
lebih dari 20 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
Pergeluaren-pengeluaran  dalam  bentuk  natura dan kenikmatan
sebagaimana dimaksud diatas bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan
dapai dibebankan sebagai biaya bagi pembert kerja pada tabun pajak dibayamya

atau terutangnya pengeluaran tersebut.



2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Laporan Kenamgan

PT Citra Galvanizing
Fudonesia
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Kerangka berpikir vang dapat dijabarkan sebagai tunfunan untuk

menyelesaikan masalah penchitian dalam skripsi ini diwakili oleh bagan alur.

Dasar penelitian ini dalam melakukan fex planning adalah laporan kevangan dari

PT Citra Galvanizing Indonesia yartn Laporan Laba Rugi Laporan laba Rugi
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tersebut akan dianalisa dan hasilaya dibandingkan dengan laporan laba rugi tanpa
tax planning berdasarkan keientuan undang-undang yang berlaku. Hasil dari
apdlisis akan diperbandingken antara PPh tanpa tax planning dengan PPh yang
menggunakan tax planning. Dart hasil analisis akan dilihat ada tidaknya efisiensi
pembayaran pajak dan spakah efisiens: pembayaran pajak tersebut dapat

meningkatkan laba bersih seielab pajak.



